
1 

 
 

 

 

 

 

PROVINSI JAWA BARAT 

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG 

NOMOR : 443/Kep.222-Bag.Huk/2020 

TENTANG 

STATUS KEADAAN TANGGAP DARURAT BENCANA 

WABAH PENYAKIT AKIBAT CORONAVIRUS DISEASE 19 (COVID-19) 

DI KOTA BANDUNG 

 

WALI KOTA BANDUNG, 

Menimbang     :  a. bahwa Gubernur Jawa Barat telah menerbitkan 

Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 

443/Kep.189-Hukham/2020 tentang Status Keadaan 

Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat 

Coronavirus Disease 19 (Covid-19) di Jawa Barat; 

b. bahwa di Kota Bandung telah terjadi penyebaran 

wabah penyakit akibat Coronavirus Disease 19 

(Covid- 19) yang saat ini cenderung terus meningkat 

dan dapat menimbulkan korban jiwa dan kerugian 

materil serta berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi 

dan kesejahterahan masyarakat, sehingga  perlu 

ditetapkan Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana 

Wabah Penyakit Akibat Coronavirus Disease 19 

(Covid-19); 

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana jo Pasal 23 ayat (2) 

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 208 

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana jo Pasal 2 

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang 

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam 

Keadaan Tertentu, diamanatkan penetapan status 

darurat bencana skala kabupaten/kota dilakukan 

oleh bupati/wali kota; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Status 

Keadaan Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit 

Akibat Coronavirus Disease 19 (Covid-19) di Kota 

Bandung; 

Mengingat: … 
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Mengingat     :  1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam 

Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, 

Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 

Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang 

Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 

17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang 

Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di 

Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 551); 

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang 

Wabah Penyakit Menular (Lembaan Negara Republik 

Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaan Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaan Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4723); 

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaan Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5063); 

7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang 

Rumah Sakit (Lembaan Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5072); 

 

8.  Undang-Undang … 
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8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaan Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaan Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679);               

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaan Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601); 

10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaan Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5607); 

11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang 

Kekarantinaan Kesehatan (Lembaan Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang 

Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran 

Negara Republik Indononesia Tahun 1991 Nomor 49, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3447); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 

(Lembaran Negara Republik Indononesia Tahun 2008 

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4828); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang 

Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara 

Republik Indononesia Tahun 2014 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5542); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara 

Republik Indononesia Tahun 2016 Nomor 229, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5942); 

16.  Peraturan ... 
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indononesia Tahun 2019 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 

17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indononesia Tahun 2018 Nomor 33); 

18. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang 

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam 

Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik 

Indononesia Tahun 2018 Nomor 34); 

19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

949/Menkes/SK/VII/2004 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian 

Luar Biasa;  

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Meneri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 310); 

21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit 

Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah 

dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik 

Indononesia Tahun 2010 Nomor 503); 

22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 

tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan 

(Berita Negara Republik Indononesia Tahun 2014 

Nomor 1113); 

23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 

tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita 

Negara Republik Indononesia Tahun 2014 Nomor 

1755); 

24. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan 

Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Dalam Keadaan Darurat; 

 

25. Peraturan … 
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25. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 

2020 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 1); 

Memperhatikan : 1.  Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019 tentang 

Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah, 

Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, 

Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan 

Kimia; 

2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 

HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan 

Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai 

Jenis Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan 

Upaya Penanggulangannya; 

3. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan 

Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan 

Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah 

Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia 

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala 

Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 

13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status 

Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit 

Akibat Virus Corona di Indonesia; 

4. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 

443/Kep.156-Dinkes/2020 tentang Pusat Informasi 

dan Koordinasi Coronavirus Disease 19 (Covid- 19) 

Jawa Barat; 

5. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 

443/Kep.176-Dinkes/2020 tentang Pencegahan dan 

Penanggulangan Coronavirus Disease 19 (Covid- 19) 

di Jawa Barat; 

6. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 

445/Kep.186-Dinkes/2020 tentang Penetapan 

Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit 

Infeksi Emerging Tertentu; 

7. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 

443/Kep.189-Hukham/2020 tentang Status Keadaan 

Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat 

Coronavirus Disease 19 (COVID- 19) di Jawa Barat; 

8. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung Nomor 

KS.02.01/8701/Dinkes/III/2020 perihal Permohonan 

Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah 

Penyakit COVID-19; 

 

MEMUTUSKAN … 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  :  

KESATU  : Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit 

Akibat Coronavirus Disease 19 (Covid-19) di Kota Bandung. 

KEDUA : Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit 

Akibat Coronavirus Disease 19 (Covid-19) sebagaimana 

dimaksud dalam Diktum KESATU, berlaku sampai dengan 

tanggal 29 Mei 2020 dan dapat diperpanjang atau 

diperpendek sesuai kebutuhan penyelenggaraan 

penanganan darurat bencana di lapangan. 

KETIGA : Pembiayaan yang diperlukan untuk penanggulangan 

Keadaan Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat 

Coronavirus Disease 19 (Covid-19) sebagaimana dimaksud 

pada Diktum KEDUA, bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun 

Anggaran 2020 dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

KEEMPAT   : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal               

ditetapkan. 

 

Ditetapkan di Bandung 

pada tanggal 30 Maret 2020  

 WALI KOTA BANDUNG, 

 
TTD. 

 
ODED MOHAMAD DANIAL 


